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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah PT. PLN (Persero) 

Pada tahun 1897 listrik pertama kali menyala di Batavia (Jakarta), setelah Nederlands Indische Electriciteits Maatschappij mendapatkan  konsesi yang kemudian ditempatkan pada NIEM tahun 1905.

Ketenagalistrikan dimulai akhir abad ke-19 yaitu pada saat ketenagalistrikan Belanda, yaitu NV.NIGM (Naamlooze Vennootscap) bidang gas Jakarta, lalu pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Staatsblad tahun 1927 No. 419 membentuk Lands Water Kracht Bedrijven (LWKB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Lamajang, Plengan dan lain-lain.

1.1.1. Masa Pemerintaan Hindia Belanda

Pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda memberikan izin kepada Bandoengsche Electriciteits Maatscappij (BEM) untuk mendirikan perusahaan listrik di Bandung dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 1909 pemerintah BEM dihapuskan dan digabungkan dalam suatu perseroan terbatas dengan nama Gemeenschapphijke Electriciteits Bedrijf Em Omstrchen (GEBEO) tepatnya tanggal 1 Januari 1921 di Bandung. GEBEO NV merupakan perseroan terbatas pertama yang mengusahakan kelistrikan termasuk pendistribusian tenaga listrik.

1.1.2. Masa Pemerintahan Jepang 
Pada tahun 1942 sampai 1945 pada penjajahan Jepang, perusahaan tenaga distribusi tenaga listrik Djawa Dengki Djigyo Sha Bandoeng Chisa, sedangkan pembangkitan dan penyaluran ke gardu-gardu dilaksanakan oleh dua instansi yaitu Seibu Dengki Djigyo Sha dari tahun 1942 sampai 1943 dengan wilayah kerja seluruh pulau Jawa.

Dalam perang dunia ke II semua perusahaan listrik Indonesia dengan sendirinya berada di bawah pengawasan tentara Jepang, antara lain perusahaan listrik Belanda yang berada di angkatan darat Jepang dijadikanlah Perusahaan Listrik Jepang dengan nama sebagai berikut:

a. Djawa Dengki Djigyokoska berkantor pusat di Jakarta

b. Seibu Djawa Dengki Sha di wilayah Jawa Barat

c. Chobu Djawa Dengki di wilayah Jawa Tengah

d. Cabang-cabang perusahaan listrik tetap seperti semula

Dengan begitu, maka pimpinan perusahaan di pegang oleh tenaga yang didatangkan dari Jepang.

1.1.3.  Masa Agresi I Belanda

Pada tahun 1948, Belanda masuk ke Indonesia maka pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta sehingga perusahaan dan distribusi tenaga listrik khususnya di Jawa Barat termasuk di Jakarta diusahakan kembali oleh GEBEO NV, sedangkan usaha pembangkitan dan penyalurannya tetap dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu oleh Perusahaan Negara untuk Pembangkitan Tenaga Listrik, yang disingkat PENUPTEL, sedangkan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Pada tanggal 27 Desember 1957, dalam rangka pembebasan Irian Barat, GABEO NV sebagai perusahaan milik asing diambil alih oleh perusahaan karyawan yang berkewarganegaraan Indonesia. Akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 tentang Perusahaan Negara, maka berdasarkan PP diatas bahwa perusahaan Belanda yang ada di Indonesia.berada di bawah pengusahaan Pemerintah republik Indonesia. 

Dengan jalan nasionalisasi, Perusahaan milik negara tersebut diharapkan dapat  memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia dan juga untuk memperkokoh keamanan dan ketahanan negara Republik Indonesia. Dengan UU No.86 tahun 1958, tanggal 27 Desember tahun 1958, disyahkanlah nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, salah satunya GEBEO NV.

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1959 dan PP No. 19 Tahun 1960, GEBEO NV dihapuskan dan namanya di ganti menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bandung yang mempunyai wilayah kerja di seluruh Jawa Barat kecuali DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

Pada tahun 1961, semua Perusahaan Listrik Indonesia, disatukan ke dalam suatu badan yang bernama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Nasional (BPU- PLN). Sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN berdasarkan PP No. 67 Tahun 1961, tugasnya adalah untuk mendistribusikan tenaga listrik di Indonesia dan tenaga pembangkitnya di pegang oleh PLN pusat di Jakarta.

Dengan PP No. 19 Tahun 1965, dibentuklah Perusahaan Listrik Negara yang bernaung di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. I/PRT/1965 tanggal 21 Januari 1965 dan PP No. 19 Tahun 1965 diadakan reorganisasi PLN dimana  BPU- L di hapus dan di tingkat daerah di bentuk susunan organisasi PLN Exploring XI, yang berkedudukan di Bandung, yang mempunyai wilayah kerja di Jawa Barat kecuali Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi dan Banten.

1.1.4. Perusahaan Setelah Proklamasi Kemerdekaan 

Perang dunia diakhiri pernyataan menyerahnya Jepang pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 dengan begitu maka tentara sekutu akan memasuki dan menduduki wilayah Indonesia tetapi pimpinan Indonesia telah mendahului memproklamasikan kemerdekaannya menjadi Negara Republik Indonesia. Pengambilan pimpinan perusahaan listrik pertama dilakukan, terjadi pada tanggal 4 September 1945 di pusat (Djawa Dengki Jigyokoska) Jakarta oleh Kesatuan Aksi Karyawan Listrik. Setelah gagalnya rapat pada tanggal 19 september 1945 dalam hari berikutnya pengambilalihan meluas ke daerah lainya seperti di Surabaya, Semarang, Bandung, dan Yogyakarta.pada tanggal 27 Oktober 1945 dengan PP No. 1SD/45 merupakan hari dan tanggal yang bersejarah bagi perusahaan listrik  era tahun 1945 karena pada hari itu adalah hari jadi Listrik.

Perkembangan selanjutnya ialah dikeluarkannya PP No. 18 tahun 1972 tentang pembentukan Perusahaan Umum Listrik Negara yang berkantor di Jakarta. Dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 043/pms/1975 tanggal 9 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi yang menyangkut tugas dan wilayah kerja di daerah, kemudian berdasarkan pengumuman No. 05/D III/Sek/1975 tanggal 14 juli tahun 1975, maka Perusahaan Listrik Negara Explorasi XI diganti namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi III yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan atau mengusahakan distribusi listrik langsung kepada para pemakai.

Berdasarkan PP No. 18 tahun 1976, PLN Distribusi Jawa Barat yang berkantor di Jalan Cikapundung Barat No. 11 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintahan No. 11 tahun 1970 ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (Perum), sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 9 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Listrik Negara.

Saat ini PLN Distribusi Jawa Barat mempunyai 15 cabang, 1 bengkel, 1 unit pengaturan distribusi, dan 1 kantor distribusi yang terdaftar sebagai berikut:

a. Cabang Cirebon

b. Cabang Tasikmalaya

c. Cabang Garut

d. Cabang Cianjur

e. Cabang Sukabumi

f. Cabang Bogor

g. Cabang Banten

h. Cabang Purwakarta

i. Cabang Cimahi

j. Cabang Bandung

k.  Cabang Majalaya

l. Cabang Bekasi

m. Cabang Depok

n. Cabang Sumedang

o. Cabang Karawang

p. Unit Pengatur Distribusi

q. Kantor Distribusi

Dalam penjelasan dan pengumuman tentang Kabinet Pembangunan (29 Maret 1978), Perusahaan Umum Listrik Negara (PULN) semula bernaung di bawah departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dialihkan kedalam naungan Departemen Pertambangan dan Energi.

Dalam sejarah perkembangannya, PULN di bawah naungan Departemen Pertambangan dan Energi mengalami perubahan status dan Perusahaan Umum Negara (PUN) menjadi PT. PLN (Persero), dengan di terbitkannya PP no. 23 tahun 1994 tanggal 16 juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Terbatas (Persero) yang termuat dalam lembaga negara Republik Indonesia tahun 1994 No. 43 sehingga Perusahaan Negara Distribusi Jawa Barat berubah nama menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dimana wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, hingga saat ini.

1.2. Visi, Misi, Filosofi dan Tata Nilai PT. PLN (Persero)

1.2.1. Visi PT. PLN (Persero)

Diakui menjadi perusahaan Kelas Dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

1.2.2. Misi PT. PLN (Persero)

1. Melakukan bisnis kelistrikan dan bidang usaha terkait yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, karyawan dan pemegang saham.

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

4. Menjaga kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

1.2.3. Filosofi PT. PLN (Persero) 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, maka landasan filosofis PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah:

“Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kepentingan pelanggan dengan menjadikan Sumber Daya Manusia sebagai daya penting perusahaan”.

1.2.4. Tata Nilai PT. PLN (Persero)

Budaya perusahaan merupakan satu set nilai, penuntun kepercayaan akan suatu hal, pengertian dan cara berfikir yang dirumuskan oleh manajemen perusahaan dan diterima oleh seluruh anggota perusahaan dengan rasa (identitas) organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang  dianut organisasi untuk dapat memahami budaya perusahaan. Nilai itu akan bermanfaat bagi penciptaan iklim di dalam perusahaan dan mendukung strategi perusahaan dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungan bisnisnya.

Budaya perusahaan yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) adalah:

· Percaya

· Peduli

· Sadar biaya

· Peka/ tanggap

· Terbuka

· Integritas

· Pembelajar

1.3. Lambang atau Gambar PT. PLN (Persero)

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang-lambang perusahaan, lambang mempunyai arti penting bagi suatu perusahaan dan merupakan tanda pengenal yang tetap, bahwa lambang itupun mampu mencerminkan keberadaan suatu perusahaan.

Gambar 1.1

Logo PT. PLN (Persero)
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sumber: company profile PT. PLN (Persero)

PT. PLN (Persero) mempunyai suatu lambang yang berbentuk petir atau kilat yang telah lama dipakai oleh PLN beserta satuan-satuannya. Berikut ini merupakan keterangan lambang PT. PLN (Persero).

1.3.1. Lambang Perusahaan, Bentuk Dasar Gambar dan Warna Lambang

Gambar atau lambang PT. PLN (Persero) tercantum dalam satu bidang gambar datar.

1. Berwarna kuning keemasan

2. Berbentuk segi empat dan berskala ukuran lebar: panjang 3 :4

3. Tanpa garis pinggir, apabila diperlukan pengambilan segi empat tersebut dapat digunakan garis pinggir sebagai batas

4. Tanpa tulisan listrik negara atau tulisan apapun didalamnya

Gambar atau lambang  PT. PLN (Persero), terdiri dari:

1. Petir atau kilat yang bentuknya tebal disebelah atas dan meruncing disebelah bawah, berwarna merah darah dan memotong atau menembus ketiga garis gelombang

2. Tiga buah gelombang yang berbentuk sinusioda (2,5 perioda) berwarna biru laut tersusun sejajar dalam arah mendatar terletak ditengah-tengah segi empat pada dasar kuning keemasan.

1.3.2. Arti Lambang atau Gambar

Gambar diartikan sebagai berikut:

1. Petir atau kilat melambangkan yang terkandung didalamnya

2. Lambang dipergunakan dalam gambar, karena segala macam tenaga (energi) dapat dinyatakan sebagai gelombang (cahaya, listrik, akuistik, dan lain-lain) kegiatan PT. PLN (Persero) mencakup konveksi segala macam tenaga (energi) menjadi tenaga listrik.

3. Tiga buah gelombang sejajar diartikan tiga sikap karyawan PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan tugas negara dengan bekerja keras, bekerja cepat dan bertindak tepat. Arti lainnya adalah pelaksanaan tugas PT. PLN (Persero) harus serempak dalam tiga bidang: peningkatan, penyaluran dan pendistribusian tenaga listrik.

Warna lambang PLN diartikan sebagai berikut:

1. Warna kuning keemasan melambangkan Keagungan Tuhan Yang Maha Esa, serta agungnya kewajiban PLN

2. Warna merah darah melambangkan keberanian dan dinamiaka dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran pembangunan

3. Warna biru laut melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti dinyatakan dalam PP No. 18 Tahun 1972

1.4. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan                                                                 

       (APJ) Bandung

Dalam struktur organisasi PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung, posisi Humas menginduk pada SPV. Sekretariat Umum.  Akan tetapi job descriptionnya berbeda.

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung dipimpin oleh seorang Manajer yang dibantu oleh Ahli Madya/ Muda. Manajer dibantu oleh tiga kepala bagian (Asisten Manajer), yaitu:

1. Asisten Manajer (ASMAN) Niaga

2. Asisten Manajer (ASMAN) Perencanaan dan Distribusi

3. Asisten Manajer (ASMAN) SDM dan Keuangan

Selain itu  ada bagian fungsional ahli yang berfungsi sebagai penasehat kepala cabang untuk membantu memberikan saran dalam mengambil keputusan untuk kelancaran usaha. Untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi.

1.5. Job Description

1. Manajer Area

Kinerja utama: Rasio operasi, susut, piutang, kepuasan pelanggan dan citra perusahaan, disamping kinerja unit lainnya. Manajer area mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai berikut:

a. Mensinergikan seluruh unit garis depan dan seluruh fungsi di APJ dalam mengoptimalkan sumber daya dan kemitraan untuk memaksimalkan kinerja unit dan citra perusahaan bberdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, termasuk surat kuasa dan kebijakan General Manager, termasuk pengembangan sistem informasi terintegrasi dan pengembangan garis depan baru.

b. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja internal dan eksternal yang efektif dan mengembangkan serta memberdayakan seluruh potensi SDM untuk meningkatkan budaya perusahaan (integritas, saling percaya, peduli dan pembelajar) dan Good Government (Responsibility, Accountability, Fairness and Transparancy) disertai apresiasi dan pembinaan SDM.

c. Berkoordinasi dengan unit P3B terkait, APD (bila ada), unit distribusi lain (bila ada) dan APJ yang berbatasan.

d. Melengkapi peraturan lebih lanjut (yang belum diatur oleh kantor distribusi) melaksanakan monitoring dan evaluasi atau audit internal.

2. Ahli Madya/ Muda

Ahli madya/ muda mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai berikut:

a. Membuat rekomendasi solusi masalah dan konsep realitas untuk memaksimalkan kinerja APJ.

b. Melaksanakan kegiatan tertentu, bekerjasama dengan unit garis depan dan atau fungsi terkait, termasuk operasional lapangan, untuk memaksimalkan kinerja APJ dengan persetujuan manajer atau asisten manajer yang bersangkutan.

c. Bertanggungjawab kepada manajer APJ.

3. Asisten Manajer Niaga 

Fungsi utama asisten manajer niaga adalah melaksanakan kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan yang mencakup bidang-bidang  administrasi niaga, sistem pelayanan pelanggan, strategi pemasaran, pengolahan data pemakaian tenaga listrik untuk dijadikan bukti pembayaran bagi pelanggan yang merupakan pelayanan administrasi kepada pelanggan, kemudian membuat laporan atas pelayanan pelanggan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

4. Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi 

Fungsi utama asisten manajer perencanaan dan distribusi adalah melaksanakan kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan, mencakup bidang- bidang perencanaan, operasi dan pemeliharaan distribusi dengan menggunakan perencanaan, operasi dan pemeliharaan distribusi dengan menggunakan metodologi yang rasional untuk kemudian di buat laporan sesuai dengan kebutuhan bagian distribusi, disamping itu bagian distribusi memberikan distribusi penerangan listrik ke pedesaan sesuai permintaan sebagai usaha pemerataan kebutuhan tenaga listrik.

5. Asisten SDM dan Keuangan

Fungsi utama asisten manajer SDM dan keuangan adalah melaksanakan administrasi perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan, mencakup bidang-bidang pengendalian anggaran dan keuangan, pengendalian pendapatan, akuntansi, kepegawaian, sekretariat, asset dan logistik dengan menggunakan metode serta data- data yang akurat kemudian dibuat suatu laporan sesuai dengan bidangnya masing- masing.

Berikut ini adalah tugas Humas yang tergabung kedalam bagian sekretariat dimana penulis ditempatkan untuk praktek kerja. Yakni mengawasi dan melaksanakan kegiatan tata usaha kesekretariatan meliputi penerimaan, pengagendaan, pengiriman, pendistribusian dan pengarsipan surat/ dokumen/ surat perjanjian dan tagihan- tagihan dari pihak ketiga, dan masalah hukum dan humas untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Untuk perincian tugas dan aktivitas Humas akan dibahas lebih jelas pada Bab II.

1.6. Kekuatan Strategi Perusahaan dan Strategi Humas PT. PLN (Persero)

1.6.1. Kekuatan Strategi Perusahaan 

Regulasi baru di sektor ketenagalistrikan yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang Ketenagalistrikan No. 20 Tahun 2002, mengisyaratkan bahwa di masa mendatang PLN bukan lagi menjadi pemain tunggal sekaligus bukan pemegang monopoli bagi bisnis kelistrikan. Regulasi tadi membuka peluang bagi pemilik modal di luar PLN untuk terjun dalam kancah penyediaan tenaga listrik, dimana pada gilirannya konsumen bisa memilih perusahaan dan penjual tenaga listrik yang dianggap lebih andal, pelayanan lebih memuaskan dengan harga yang ekonomis.

Mengantisipasi kondisi di masa mendatang, di tengah keterbatasan yang ada dan tantangan yang juga semakin berat, maka dibutuhkan kemampuan menginventarisir sejumlah kekuatan yang dimiliki PLN untuk bisa menumbuhkan PLN menjadi perusahaan yang berpengalaman dalam penyediaan listrik, sehat dan siap bersaing dengan perusahaan pemasok listrik lainnya. Kekuatan itu adalah:

· SDM yang berpengalaman di bidang distribusi tenaga listrik

· Infrastruktur kelistrikan yang sudah merata hingga ke pelosok desa

· Menguasai pangsa pasar distribusi tenaga listrik

· Kepercayaan yang cukup tinggi dari segenap lapisan masyarakat dan lembaga instansi lainnya kepada PLN sebagai pengusaha tenaga listrik yang berpengalaman

Dengan sejumlah kekuatan tadi, disusunlah strategi perusahaan yang terdiri dari:

· Peningkatan kualitas SDM dan organisasi

· Peningkatan pendapatan

· Peningkatan efisiensi operasi dan investasi

· Peningkatan pelayanan dan penguasaan pasar

· Inovasi produk, jasa dan sistem

· Peningkatan mutu dan keandalan

· Peningkatan pembinaan lingkungan

· Memperkuat audit dan analisa evaluasi

1.6.2. Strategi Humas PT. PLN (Persero) APJ Bandung

Strategi humas PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung, terdiri dari:

1. Kegiatan Internal

Peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan organisasi dan tata kerja, anggaran khusus humas, peningkatan peran humas menunjang kegiatan pemasaran, sosialisasi kebijaksanaan dan perkembangan perusahaan.

2. Kegiatan Eksternal

Peningkatan hubungan kelembagaan swasta, peningkatan hubungan media, peningkatan hubungan publik eksternal, peningkatan publikasi perusahaan, memanfaatkan mitra binaan PLN, peningkatan hubungan pelanggan dan masyarakat.  

1.7. Sarana dan Prasarana PT. PLN (Persero)

Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) sebagai penunjang dalam aktivitas dan kegiatan-kegiatan lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana Humas PT. PLN (Persero)

	No
	Nama Barang
	Jumlah

	1
	Komputer
	2 unit

	2
	Printer
	2 unit

	3
	Facsimilie
	2 unit

	4
	Mesin Foto Copy
	1 unit

	5
	Mesin Tik Elektrik
	1 unit

	6
	Kamera Digital
	1 buah

	7
	Kamera Manual
	1 buah

	8
	Handycam
	1 buah

	9
	Tripod
	1 buah

	10
	Tape Recorder
	1 buah

	11
	Televisi
	1 buah

	12
	Radio
	1 buah

	13
	Pesawat Telepon
	1 unit

	14
	Meja
	3 buah

	15
	Kursi
	6 buah

	16
	Lemari
	2 buah

	17
	Rak Buku
	3 buah

	18
	File Box
	40 buah

	19
	Laci Arsip
	1 buah

	20
	Sofa Tamu
	1 set

	21
	White Board
	2 buah

	22
	Papan Pengumuman
	1 buah

	23
	Kotak P3K
	1 buah


        sumber: data inventaris Humas APJ Bandung

1.8. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKL

1.8.1. Lokasi Pelaksanaan PKL

Lokasi pelaksanaan praktek kerja lapangan yaitu di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Bandung. Jalan Soekarna-Hatta No. 436 Bandung. Telp. 022- 5222043 (hunting), Fax. 022- 5221446. 

1.8.2. Waktu Pelaksanaan PKL

Lamanya waktu pelaksanaan Praktek kerja lapangan (PKL) 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2005. Dengan 5 (lima) hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at dari pukul 07.00-15.00 WIB.
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